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PENDAHULUAN 

 

Pajak adalah salah satu kewajiban warga negara yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 

masyarakat. Setiap warga negara dipastikan akan membayar pajak dalam setiap transaksi yang 

dilakukan seperti dalam pembelian barang, makan, penggunaan jasa dan lain-lain. Sebagai negara 

yang sedang berkembang, sumber penerimaan terbesar negara dalam pembiayaan adalah dari 

pajak. Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 

(APBN-P) tahun 2020, pendapatan negara dari penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 

1.404.507.505.772.000 (Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2020). Penerimaan pajak tersebut 

berkontribusi 82,62% dari total penerimaan negara. Penerimaan pajak tersebut terdiri dari : Pajak 

Penghasilan (PPh),  Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Cukai, Pajak 

Perdagangan Internasional     dan    Pajak     Lainnya.     Penerimaan     PPh     adalah     sebesar     

Rp. 670.379.543.400.000 atau 47,73% dari total penerimaan pajak. 

UMKM adalah salah satu sumber penerimaan pajak yang potensial bagi negara. Jumlah  

UMKM  di Indonesia  selalu  meningkat  dari tahun  ke tahun. Jumlah pengusaha  skala  UMKM  
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 Taxation is the main source  of state revenue because  it accounts  

for about  78% of state revenue (realization  in 2020).  One  of  the  

government's   policies  to  increase revenue  is  to  provide  

incentives  for  MSME businesses through Government Regulation 

Number 23 of 2018. This regulation applies to MSMEs that have a 

gross turnover of up  to  Rp. 4,800,000,000  per  year.  This  study  

aims  to determine the comparison of corporate  income tax 

payments of PT.  Kop Mandiri  Sejahtera  in 2020  using 

Government Regulation Number 23 of 2018 compared to Article 

31E of the Income Tax Law. The analysis is carried out related to 

tax planning carried  out by the company in the  context  of tax  

payment  efficiency. This study  used descriptive qualitative method. 

The data collection of this research  was done by using interview, 

documentation and observation   techniques.   The  results   showed  

that   the policies taken by PT. Kop Mandiri Sejahtera, namely using 

Government Regulation Number 23 of 2018 in calculating the 

company's corporate  income tax obligations  in 2020 resulting in 

higher income tax payments compared to the use of Article 31E of 

the PPh Law. 
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pada  tahun  2018  adalah  64.194.057  (Peraturan  Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah RI Nomor 5 tahun 2020). Sebagai salah satu potensi penerimaan negara dari pajak, 

pemerintah memberikan   perhatian  yang  serius  agar  pengusaha   UMKM  dapat  melaksanakan 

kewajiban pajaknya kepada negara dengan baik. Karena keterbatasan kemampuan administrasi 

yang dimiliki oleh pelaku UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 

2018 (PP-23 tahun 2018) yang merupakan pengganti Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 tahun 2013 

(PP-46  tahun  2013)  yang sudah terbit terlebih dahulu. Dengan PP-23 tahun 2018, pemerintah 

menurunkan tarif PPh bagi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu menjadi 0,5% dari 

peredaran bruto(sebelumnya pada PP-46 tahun 2016 tarif 1%) dan bersifat final.  

Minimal ada 2 (dua) perbedaan antara PP-23 tahun 2018 dengan UU PPh terkait dengan 

perhitungan PPh. Perbedaan pertama adalah pada tarif, dimana pada PP-23 tahun 2018 tarif PPh 

adalah 0,5% bersifat final sedangkan pada UU PPh tarif PPh badan adalah 22% (mulai 2020) sesuai 

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang   Kebijakan   Keuangan   Negara   dan   

Stabilitas   Sistem   Keuangan   untuk Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang ) . Perbedaan kedua pada Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP) dimana untuk PP-23 tahun 2018, DPP adalah Peredaran Bruto sedangkan 

pada UU PPh, DPP adalah Penghasilan Kena Pajak yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya 

yang dapat dikurangkan sesuai pasal 6 UU PPh. Sebagai UMKM, PT. Kop Mandiri Sejahtera juga 

telah memilih untuk menerapkan PP-23 tahun 2018 dalam melaksanakan kewajiban PPh badannya. 

Berikut adalah data keuangan dan setoran pajak yang dilakukan oleh PT. Kop Mandiri Sejahtera 

tahun 2018 – 2020. 

Tabel 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Laporan keuangan PT. Kop Mandiri Sejahtera 2018-2020) 

 

Berdasarkan tabel diatas fenomena yang terjadi bahwa persentase PPh final yang dibayarkan 

menggunakan PP-23 tahun 2018 dibandingkan dengan laba sebelum pajak, lebih tinggijika 

dibandingkan dengan tarif umum dan Pasal 31E UU PPh sebagaimana   terlihat  pada  kolom  (7).  

PP-23  tahun  2018  tidak  memperhitungan penurunan laba perusahaan dalam perhitungan PPh 

disebabkan karena perhitungan pajak adalah dari peredaran bruto perusahaan. Hal ini menjadi 

beban yang memberatkan perusahaan karenanilai pajak yang dibayarkan lebih besar. 

Fenomena yang penulis temukan berdasarkan wawancara dan data pada tabel   I.2   diatas   

bahwa  ada   indikasipemilihan   yang   dilakukan   oleh perusahaan yaitu PP-23 tahun 2018belum 

efisien dalam hal jumlah pembayaran PPh Badan perusahaan.   Untuk  itu  peneliti    tertarik  untuk  

menganalisis lebih lanjut penerapan perencanaan pajak pada  ketentuan pajak bagi PT. Kop 

Mandiri Sejahtera secara lebih mendalam dengan dan melakukan penelitian dengan berjudul : 

“ANALISIS PERENCANAAN PAJAK DALAM PEMILIHAN  PEMAJAKAN UMKM 

ANTARA PERATURAN PEMERINTAH  NOMOR 23 TAHUN 2018  DIBANDINGKAN 
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PASAL  31E UNDANG-UNDANG  PAJAK PENGHASILAN TERHADAP EFISIENSI 

PEMBAYARAN  PAJAK PENGHASILAN BADAN  PADA  PT. KOP  MANDIRI 

SEJAHTERA TAHUN 2020.” 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Administrasi : menurut Siagian (Pohan, 2017:90) : Administrasi  berarti keseluruhan  proses 

penyelenggaraan  kegiatan- kegiatan yang didasarkan pada rasionalitas tertetntu oleh dua orang 

atau   lebih   dalam   rangka   pencapaian   suatu   tujuan   yang   telah ditentukan sebelumnya  

dengan menggunakan  sarana dan prasarana tertentu pulaProses perencanaan, pengorganisasian 

penggerakan, pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain guna mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

2. Administrasi Pajak : Menurut Nurmantu (Pohan, 2017:92) : Administrasi pajak dalam arti 

luas dapat dilihat sebagai fungsi, system dan lembaga.  Namun  perlu disadari  bahwa penyajian  

administrasi pajak sebagai fungsi, sistem, dan lembaga dimaksud sebagai alat kemudahan  

untuk memahami  dari segi-segi  tersebut  dan memang tidak adanya pembagian atau 

pemisahan yang demikian itu. 

3. Pajak : Menurut Adriani (Pohan, 2017:31), pengertian pajak adalah: Iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutangoleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi Kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai    pengeluaran-pengeluaran   umum  berhubungan  dengan  tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

4. Pajak Penghasilan : Menurut Resmi (2019:70), “Pajak Penghasilan adalah Pajak yang 

dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu 

tahun pajak” Menurut Suandy (2017:12), “Pajak Penghasilan adalah pajak atas laba atau 

penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak”. 

5. Perencanaan pajak (Tax Planning) : Menurut  Lyons  (Suandy,  2017:8)  “Tax planning    is  

arrangements   of a person’s business and/or private affairs in order to minimize tax liability”. 

Sementara Perencanaan Pajak menurut Spitz (Santoso & Rahayu, 2013:16) adalah : 

“arrangement  of business and personal  affairs in such a way as to attract the lowest possible 

incidence of tax and pre arrangement  of facts in the most tax favored way.” (Pengaturan urusan 

bisnis dan pribadi sedemikian rupa untuk menarik kemungkinan pajak serendah mungkin dan 

pengaturan fakta sebelumnya dengan cara yang paling disukai pajak). 

6. Analisis SWOT : Menurut Drucker, et al (Pohan, 2021:62) : The Strengths,  Weaknesses, 

Opportunities,  and  Threats  Analysis (SWOT) analysis  is a tool for analyzing a company from 

an internal  and external perspective, in order to generate  strategies  for the firm. The SWOT 

matrix, derived from the SWOT analysis, presents a mechanism to facilitate the link between 

the strengths and weaknesses (internal factors) and the threats and opportunities  of the market 

(external  factors).  The SWOT analysis  allows managers to develop four types of strategies: 

SO (Strengths - Opportunities), ST (Strengths - Threats), WO (Weaknesses - Opportunities),  

and WT (Weaknesses - Threats). (Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman 

(SWOT) adalah alat untuk menganalisis perusahaan dari perspektif internal dan eksternal, 

untuk menghasilkan strategi bagi perusahaan. Matriks SWOT, yang diturunkan dari analisis  

SWOT,  menyajikan  mekanisme  untuk  memfasilitasi  hubungan antara kekuatan dan 

kelemahan (faktor internal) dan ancaman dan peluang pasar (faktor eksternal). Analisis SWOT 

memungkinkan manajer untuk mengembangkan   empat   jenis  strategi:   SO  (Kekuatan   -  

Peluang),   ST (Kekuatan - Ancaman), WO (Kelemahan - Peluang), dan WT (Kelemahan - 

Ancaman)). 
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7. Efisiensi : Menurut Makmur (2013:164), efisiensi adalah “suatu usaha atau tindakan di mana 

seluruh komponen input yang dimanfaatkan dapat menciptakan seluruh komponen output 

dengan keseimbangan yang baik.” 

 

Kerangka Pemikiran 

 

Pada tahun 2018   –  2020,   terlihat  bahwapersentase pembayaran pajak yang dilakukan oleh 

PT. Kop Mandiri Sejahtera dibandingkan dengan laba sebelum pajak selalu meningkat setiap 

tahunnya.   Dilain   sisi   laba   sebelum   pajak   perusahaan  menurun khususnya untuk tahun 2020  

dibandingkan tahunsebelumnya. Fenomena  yang terjadi  bahwa persentase  PPh final  yang 

dibayarkan menggunakan PP-23 tahun 2018  dibandingkan dengan laba sebelum pajak, lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan tarif umum  dan fasilitas Pasal 31E  UU PPh.  PP-23 tahun 2018  tidak 

memperhitungan penurunan laba perusahaan dalam perhitungan PPh disebabkan karena 

perhitungan  pajak  adalah  dari  peredaran  bruto   perusahaan. Hal  ini menjadi beban yang 

memberatkan perusahaan karena nilai pajak yang dibayarkan lebih besar sehingga menjadi tidak 

efisien.  

Untuk   mensolusikan  permasalahan  yang  diindikasikan  di atas, peneliti menggunakan 

pendekatan dengan beberapa indikator dari teori berikut: pertama penulis melakukan Analisis 

PerencanaanPajak dalam Pemajakan UMKM antara Peraturan Pemerintah nomor  23 tahun 2018  

Dibandingkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan terhadap Efisiensi Pembayaran Pajak 

Penghasilan Badan pada PT Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020  dengan menggunakan pendekatan 

teori analisis SWOT sebagaimana yang dikemukakan oleh Drucker, Selznick dan Chandler  

(Pohan, 2021:61-62) dengan indikator,  yaitu:  alat  untuk menganalisis perusahaan dari perspektif 

internal dan eksternal untuk hasilkan strategi untuk  perusahaan SO  (kekuatan-peluang), ST 

(kekuatan-ancaman), WO (kelemahan-peluang), WT (kelemahan- ancaman). Analisis ini 

dibutuhkan untuk  menjawab pertanyaan tentang entitas kendala dan entitas pendorong dalam 

menganalisis mengenai perencanaan pajak dalam rangka efisiensi pembayaran PPh Badan pad PT. 

Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020. 

Kedua, penulis menggunakan teori perencanaan pajak menurut Pohan (2018:13) dengan 

indikator, yaitu: 1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, 2) secara bisnis masuk akal (reasonable) 

dan 3) didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya kontrak, invoice, faktur   

pajak,   PO   dan  DO).   Dalam   penelitian   ini   penulis   hanya menggunakan dua indikator yaitu 

: 1) tidak melanggar ketentuan perpajakandan 2) didukung oleh bukti-bukti pendukung yang 

memadai  karena penelitian  ini  terkait  perencanaan pajak  dengan pendekatan perbandingan 

fasilitas tarif PPh badan. 

Ketiga, penulis menerapkan teori efisiensi menurutSedarmayanti (2017:133) dengan  

indikator/syarat  bahwa  efisiensi  sudah  tercapai apabila : 1) berhasil guna atau efektif, 2) 

ekonomis dan 3) pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini 

penulis hanya menggunakan dua indikator efisiensi yaitu :1) berhasil guna atau efektif dan 2) 

pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan , karena satu indikator lainnya tidak relevan 

dengan penelitian ini yang berkaitan dengan efisiensi pembayaran PPh badan sebagai hasil dari 

perencanaan pajak. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dimana teknik pengumpulan  

data menggunakan  observasi dan wawancara dengan para Informan yaitu: manajemen perusahaan 

dan akademisi. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil  

 

Berdasarkan data yang diterima, berikut adalah data keuangan PT Kop Mandiri Sejahtera 

berupa Peredaran Bruto Usaha, Laporan Laba Rugi dan Laporan Neraca tahun buku 2020. 

 

Tabel. IV.2 

Data Peredaran Bruto  PT Kop Mandiri Sejahtera  tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : laporan keuangan PT Kop Mandiri Sejahtera 

 

Tabel. IV.3 

Data PPh Final PT Kop Mandiri Sejahtera  tahun 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : catatan keuangan PT Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020 
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Tabel IV.4 

Laporan Laba (Rugi) PT Kop Mandiri Sejahtera 1 Jan – 31 Des 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Sumber : laporan keuangan PT Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020 

 

Tabel IV.5 

Neraca PT. Kop Mandiri Sejahtera Per 31 Desember 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : laporan keuangan PT Kop Mandiri Sejahtera tahun 2020 
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Tabel IV.6 

Daftar Aktiva Tetap dan Perhitungan Penyusutan & Amortisasi PT Kop Mandiri Sejahtera 

1    Jan – 31 Des 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan 

 

1. Analisis penerapan perencanaan pajak dalam pemilihan metode pemajakan PPh Badan 

perusahaan; 

 

Terdapat beberapa perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui PP-23 tahun 

2018 dibandingkan dengan PP-46 tahun 2013 yang sudah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013. 

Beberapa perubahan mendasar yang dilakukan dalam PP-23 tahun 2018 tersebut adalah antara 

lain : 

Tabel 

Perbedaan PP-23 tahun 2018 dengan PP-46 tahun 2013 

No Deskripsi PP-46 tahun 2013 PP-28 tahun 2018 

1 Tarif PPh 1% dari peredaran 

bruto (diatur pada 

Pasal 3 ayat (1)) 

0,5% dari peredaran 

bruto (diatur pada 

Pasal 2 ayat (2)) 

2 Jangka waktu Tidak ada batasan 

waktu  sepanjang 

Wajib Pajak masih 

memenuhi syarat 

memiliki peredaran 

bruto   usaha   sampai 

Rp. 4.800.000.000 

setahun 

Ada batasan jangka 

waktu yang 

dibedakan diantara 

jenis Waib Pajak 

(diatur pada pasal 5 

ayat 1)), yaitu 

sebagai berikut : 
 

2. WP          orang 

pribadi paling 

lama 7 tahun *); 

3.  WP           badan 

berbentuk          : 

koperasi, 

persekutuan 

komanditer  atau 

firma,       paling 

lama  4  (empat) 

tahun *) dan 
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4.  WP           badan 

berbentuk 

perseroan 

terbatas    paling 

lama    3    (tiga) 

tahan *). 

 

 
*) dihitung sejak 

tahun  WP terdaftar 

sebagai  WP bagi 

WP yang terdaftar 

setelah PP-23 tahun 

2018 berlaku atau 

dihitung sejak tahun 

berlakunya PP-23 

tahun 2018 bagi WP 

 

Selain menggunakan PP-23 tahun 2018, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada 

WP untuk dapat memilih menggunakan tarif umum PPh sebagaimana diatur pada Pasal 17 ayat 

(1) huruf a , Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31 E UU PPh. Hal ini diatur pada Pasal 3 ayat (2) 

huruf a PP-23 tahun 2018 jo Pasal 2 ayat (2) huruf a PMK-99 tahun 2018, yang berbunyi : 

“Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dalam hal : a. Wajib Pajak 

memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1)  huruf a, Pasal 17 

ayat (2a), atau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lebih lanjut pada ayat (3)  diatur 

bahwa : “Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a, wajib menyampaikan 

pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.” Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) UU PPh, tarif 

PPh Badan adalah 25% dimana dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2020 yang telah di undangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, 

tarif PPh Badan pada tahun 2020 adalah 22%. Pada Pasal 31E UU PPh, bagi WP dengan 

peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)  mendapatkan 

fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 atas Penghasilan Kena Pajak dengan 

peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

Dengan pengaturan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) PP-23 tahun 2018 tersebut, maka WP dapat 

melakukan tax planning  untuk memilih metode mana yang akan dipilih agar pembayaran PPh 

badan perusahaan dapat lebih efisien. Konsekuensi atas pilihan yang dilakukan oleh WP, maka 

untuk tahun-tahun selanjutnya sampai dengan batas  waktu  penerapan,   WP  tidak  dapat  

merubah  metode  perhitungan   yang digunakan. Sebagai perusahaan yang tergolong 

perusahaan UMKM, dalam melakukan peritungan PPh Badan, PT Kop Mandiri Sejahtera telah 

memilih menerapkan PP-23 tahun 2018. Dengan penggunaan PP-23 tahun 2018 tersebut, maka 

setiap bulannya PT Kop Mandiri Sejahtera menyetorkan PPh dengan tarif 0,5% dari omset. 

Alasan PT Kop Mandiri Sejahtera untuk menggunakan  PP-23 tahun 2018 dalam perhitungan 

PPh Badan perusahaan adalah antara lain : 

1) Tarif yang lebih rendah 

2) Perhitungan pajak lebih sedehana 

3) Keterbatasan  jumlah  dan  kemampuan  SDM  yang  mengelola  perpajakan perusahaan 
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Namun perusahaan belum pernah membuat simulasi perhitungan PPh Badan dengan 

menggunakan tarif umum Pasal 17 dan Pasal 31 E UU PPh sehingga perusahaan tidak 

melakukan   perbandingan   jumlah   pajak  yang   dihasilkan   antara  dua   peraturan  

dimaksud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan belum melakukan tax 

planning yang lengkap terkait dengan penerapan tarif PPh badan. Dengan menggunakan data 

laporan laba (rugi) PT. Kop Mandiri Sejahtera untuk tahun 2020, peneliti membuat perhitungan 

PPh badan menggunakan tarif umum Pasal 17 serta memanfaatkan fasilitas Pasal 31E UU PPh. 

Dalam tahapan perhitungan PPh Badan, peneliti terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi fiskal 

atas laporan laba (rugi)  komersial  perusahaan  dengan  mengacu  kepada  ketentuan  

perpajakan  yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal  atas laporan laba rugi PT. Kop Mandiri Sejahtera  

adalah sebagai berikut : 

1) Koreksi fiskal negatif atas biaya penyusutan dan amortisasi (penyusutan fiskal lebih besar 

dari penyusutan komersial) dengan mengacu kepada Pasal 11 dan Pasal 11A   UU PPh 

serta Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis harta yang 

termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan. 

2) Koreksi fiskal postif atas biaya makan rapat dengan mengacu  kepada Pasal  9  ayat  (1)  

UU  PPh  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 167/PMK.03/2018  dimana yang 

dapat menjadi pengurang penghasilan bruto  hanyalah  pemberian  atau  penyediaan  

makan  dan  minum  bagi seluruh pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan perkerjaan. 

Karena tidak diberikan  kepada  semua  pegawai,  maka  penyediaan  makan  dan minum 

untuk rapat tidak dapat dibiayakan. 

3) Koreksi  fiskal negatif  atas pendapatan  jasa giro / bunga bank karena merupakan objek 

PPh final sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) UU PPh. 

4) Koreksi fiskal positif atas biaya administrasi bank karena adalah biaya terkait dengan 

pendapatan yang merupakan objek PPh final 

5) Koreksi fiskal positif  atas PPh bunga bank karena adalah biaya terkait dengan pendapatan 

yang merupakan objek PPh final 

 

2. Analisis   entitas    kendala  dalam    penerapan  perencanaan  pajak  terhadap pemilihan 

pemajakan PPh badan perusahaan 

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, kemampuan dan / atau pemahaman  tim PT. 

Kop  Mandiri  Sejahtera  yang terbatas  dibidang  perpajakan  menjadi kendala bagi perusahaan 

untuk melakukan perencanaan pajak. Kemampuan untuk   melakukan   rekonsiliasi   fiskal   

dengan   mengetahui   biaya   yang   dapat dibebankan atau tidak secara perpajakan, jenis 

penghasilan yang merupakan objek PPh final dan hal lainnya yang berhubungan dengan 

rekonsiliasi fiskal belum dipahami   oleh   bagian   keuangan   perusahaan.   Dengan   alasan   

tersebut   maka perusahaan tidak melakukan simulasi perhitungan PPh badan apabila 

menggunakan tarif Pasal 31E UU PPh. 

Faktor  kendala  ini  dapat  diminimalisir  dengan  memberikan  pelatihan  / kursus bidang 

perpajakan  bagi pegawai yang menjalankan  fungsi keuangan dan akuntansi sehingga memiliki 

pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik agar perencanaan pajak dapat berjalan 

dengan benar dan tepat. 
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3. Analisis  entitas   pendorong dalam   penerapan perencanaan pajak terhadap pemilihan 

pemajakan PPh badan perusahaan 

 

 Sebagai perusahaan yang sudah memiliki organisasi yang cukup lengkap ada beberapa 

faktor yang menjadi kekuatan yang dapat jadi pendorong bagi PT. Kop Mandiri Sejahtera 

untuk dapat melaksanakan perencanaan pajak dengan baik  yaitu : 

1) Adanya pegawai yang bertanggung jawab atas fungsi keuangan dan akuntansi; 

2) Sudah dilakukannya penyusunan laporan keuangan yang baik secara rutin baik triwulan 

maupun tahunan yang disediakan bagi manajemen perusahaan; 

3) Jumlah transaksi yang sedikit dan variasi tranksaksi yang masih sederhana. 

 Dengan adanya entitas pendorong tersebut seharusnya PT. Kop Mandiri Sejahtera sudah 

memiliki kekuatan untuk melakukan perencanaan pajak. Dengan penambahan   kemampuan   

perpajakan   tim   Finance   dengan   cara   antara   lain memberikan kursus perpajakan 

sebagaimana disampaikan diatas dapat akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk 

dapat melakukan perencanaan pajak bukan hanya dari sisi PPh Badan namun dari semua aspek 

perpajakan. 
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis atas data, keteranga,  

dokumen dan penjelasan  dari informan,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT Kop Mandiri Sejahtera belum melakukan perencanaan  pajak dengan lengkap terkait 

dengan penggunaan PP-23 tahun 2018 dan tarif umum serta Pasal 31E UU PPh. Hasil analisis 

yang peneliti lakukan didapatkan hasil  bahwa penggunaan tarif umum  dan Pasal  31E UU PPh  

dalam  perhitungan  PPh  Badan  PT Kop Mandiri Sejahtera mendapatkan hasil yang lebih 

rendah dibandingkan penerapan PP-23 tahun 2018 sebagaimana yang telah dipilih 

perusahaann. 

2. Pemahaman  detail  atau  pengetahuan  perpajakan  tim  Finance  PT.  Kop  Mandiri Sejahtera  

yang  terbatas  menjadi  kendala  dalam  melakukan  analisis  perencanaan pajak sehingga  

hanya dengan melihat kesederhanaan  perhitungan  pajak dan tarif pajak yang lebih rendah  

dijadikan  dasar untuk  memilih PP-23 tahun 2018 yang digunakan oleh perusahaan 

3. Dengan adanya tim Finance dan Akuntansi  dan sudah terbiasa rutin menyiapkan laporan 

keuangan secara berkala, merupakan suatu kekuatan bagi PT Kop Mandiri Sejahtera dalam 

melaksanakan analisis perencanaan pajak sehingga bisa didapatkan metode yang paling efisien  

bagi perusahaan  untuk dipilih dan diterapkan  dalam pelaksanaan kewajiban PPh Badan 

perusahaan. 
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